BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat

disimpulkan bahwa :

1.

Pengaturan Upah Minimum Sektoral (UMS) pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XX1/2023 pada dasarnya
menghidupkan kembali keberlakuan UMS yang sebelumnya dihapus
melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Legitimasi yuridisnya
ditegaskan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16
Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, yang
memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menetapkan UMS
sebagai bagian dari kebijakan pengupahan daerah.

Implementasi keberlakuan Upah Minimum Sektoral (UMS) pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XX1/2023 pada
praktiknya masih menghadapi permasalahan. Banyak daerah yang
belum merealisasikan penerapan UMS sebagaimana mestinya, yang
dipengaruhi oleh keterlambatan penerbitan peraturan pelaksana
sebagai dasar operasional yang baru diterbitkan pada 2024 dan 2025,
lemahnya penegakan sanksi, serta belum optimalnya peran Dinas
Ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan dalam fungsi pengawasan

dan pemberian rekomendasi kebijakan pengupahan.
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B. SARAN

1. Kepada pemerintah

a.

Pembentuk Undang-Undang

Pembentuk Undang-Undang disarankan untuk menyusun
pengaturan yang lebih komprehensif dan teknis mengenai Upah
Minimum Sektoral, khususnya terkait kriteria sektor, metode
perhitungan, serta pedoman pengumpulan dan pengolahan data sektoral.
Hal ini penting guna menjamin kepastian hukum, mencegah kekosongan
hukum, serta menciptakan keseragaman penerapan UMS di seluruh
daerah.
Dinas Ketenagakerjaan

Disnaker perlu mengoptimalkan fungsi pembinaan, sosialisasi,
dan pengawasan terhadap pelaksanaan Upah Minimum Sektoral. Selain
itu, diperlukan peningkatan jumlah dan kapasitas pengawas
ketenagakerjaan serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait
dalam penyediaan data sektoral dan Kebutuhan Hidup Layak sebagai
dasar penetapan UMS yang berkeadilan.
Pejabat penyelesai sengketa hubungan industrial

Petugas penyelesai sengketa hubungan industrial diharapkan
dapat menegakkan ketentuan Upah Minimum Sektoral secara konsisten
dan memandang pelanggaran UMS sebagai pelanggaran hak normatif
pekerja. Penerapan sanksi yang tegas diperlukan untuk memberikan

efek jera dan menjamin kepastian hukum.



69

d. Hakim pengadilan negeri
Hakim pengadilan negeri diharapkan lebih konsisten dan progresif
dalam menerapkan ketentuan pidana ketenagakerjaan terhadap
pelanggaran upah minimum, termasuk UMS, serta menempatkannya
sebagai pelanggaran hak normatif pekerja guna menciptakan kepastian
hukum dan efek jera.
e. Dewan pengupahan
Dewan Pengupahan disarankan untuk memperkuat perannya
sebagai forum tripartit dengan meningkatkan kualitas kajian dan
rekomendasi berbasis data sektoral yang objektif serta kondisi riil sektor
usaha, agar penetapan UMS mencerminkan keadilan dan keseimbangan
kepentingan pekerja dan pengusaha.
2. Kepada pengusaha
Pengusaha diharapkan mematuhi ketentuan Upah Minimum Sektoral
sebagai kewajiban hukum dan tidak melakukan upaya menghindari
pembayaran UMS. Kepatuhan terhadap UMS merupakan bagian dari upaya
mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan.
3. Kepada pekerja dan serikat pekerja
Pekerja dan serikat pekerja diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
hukum serta pemahaman mengenai hak-haknya terkait Upah Minimum
Sektoral, termasuk mekanisme penetapan dan upaya hukum yang dapat

ditempuh apabila terjadi pelanggaran.
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Serikat pekerja juga disarankan untuk berperan aktif dalam forum
Dewan Pengupahan dan proses dialog sosial di tingkat daerah, sehingga
posisi tawar pekerja dalam penetapan kebijakan pengupahan sektoral
menjadi lebih seimbang. Dengan keterlibatan aktif tersebut, Upah Minimum
Sektoral diharapkan tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga

terlaksana secara efektif dalam praktik hubungan industrial.
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